
SALIT{AN

BUPATI BARITC SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERETURA}T BUPA?I B.&RTTO SEI"ATAI{

IrIoMsR $I raNur* 2019

TENTANG

RENCANAAK$IDAERA}IAIRMI$i{.,MD"eNPB$Y$HATANIJNGKUI{G&N
KABUPATENEARITO$EIA:fANTAHUNz*Lg-2023

DEI{GAT{ ftEHMtrT TUHAST YA$G MAHA ESA

Meain:.ba"ng : a.

BI.XPATI E.ERtrTO SEtr,ATAS,

baltwa air mifiuae dan sanitasi rnerupakan
kebrrtutra* dasar masyarakat Ya:rg harus

ur*uk qer-rir:gkatkan derajat kesejahteraalt
masyarakat;

b. bahsra perryedi*a* air mirErm dall sarritasi
rera*ih rneagalami berbagai keadala sehingga
dipertukan pereepatan penyediaannya untuk rnencapai.
target Sersfar:s&Ie Deaelopm"er* Ct*Gfs Tahun ?*3&;

c" bahqra. u*tuk kelancarag Pelaksa$aan Percepatafi
Perryedia.an Air Minum d.aa Sanitasi di Kahrepaten
Barito Selatan, perlu disusun Rencaea Aksi Daerah Air
Minrars da-n Penyehatan Lingkrmge-n Tahun
2At9 - 2A23;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Barito Selatan Tahun
2079-2023;

Mengingat : 1. Undang - Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Perrerapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L959 Nomor 72, Tarabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42861;



7.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO+
Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO7
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 -2A25 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTAAl;

Unda"ng - Undaag Nornor 25 Tahun 2OA9
terrta.ng Pelayanan Publik {trembaran Negara Repub}ik
Indanesia ?ahun 2OOg Nomor 112 , Tarnhahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Irlamor 5038);

6. Undang - Undang Ncmor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan {lrembaran Negara Republik
Ind*nesia Tahun zAOq Nomor L44 dal Penjelasan
Atas Undang-Undang Repuhlik Indonesia Nomor 36
Tahun 2OOg Tentang Kesehatan ke daLarn
Tar*bahan l,embaran Negara Republik Indoaesia
Nomor 5063) ;

Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah {t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor
9 Tahua 2015 tentang Pemeriritahan Daerah
{l-embaran Negara Repub}ik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubrlik
Indonesia Ncrncr 5679j1.

Undang-Undang Nornor 17 tahun 2il19 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 190 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O5);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58O2);

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2Ol4 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 389);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs/ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11.



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa taH terakhir
dengan Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 2r
Tahun 2017 tentang perubahan Kedua Ata" peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20C,6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negarf
Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2o11 Ncmor 45G) sebagirrrana telah bebrerapa
kaii diubah terakhir denga:r peraturan Menteri Daiam
Negeri Nomor L23 Tahun 2o1B tentang perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor
32 ?ahun 2A17 tentang pedoman pernberian Hibah
dan Bantuaa Sosial yarig Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Nigara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nornor l3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor go rahun zols
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Namor 2O36)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mentari
Dalarn Negeri Nomor 1ZA Tahun ZAlg tentang
Perubahan Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahulr 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

15. Perafirran Menteri Pekerjaan Umr:.m dar-r perumahan
Rairyat Non:or 271?Rf lMlZ016 tentang
Penyelenggaraa* Sistem Penyediaan Air Minum {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 115a);

16" Peratrrran Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor 4 /PRT lM I 2OLT tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 456);

t7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OlT
tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangrrnan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT
Nomor L312);



18' Peraturan Daerah provinsi Karimantan Tengah Nomor4 Tahun 2OIO tentang *"1:T" pembangunan JangkaPanjang Daerah provi-nsi Karimantrrr-iE g.h 2o0s _2025 (Lembaran Daerah provinsi Karimantan TengahTahun 2arc_Nomor 4, Tambahan r,"*Lr.rn provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

19' Peraturan Daerah provinsi Karimantan Tengah Nomor5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang w,ayahProvinsi Kalimantan T.rrg.h Tahun 2oIS 2OS5(Lembaran Daerah provinsi Karimantan Tengah Tahun2015 Nomor S, Tambahan L.*U"* provinsi
Kalimaatan Tengah Nomor B1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito seratan Nomor 4Tahun 2Al4 tentang R*r..*rr* Tata Ruang WilayahKal,rupatea Barito Selatan Tahun 2a.*-2*34(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tatrun28L4 Nnmor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Katrupaten Barito Selatan lrtromar 4);

21- Peratural Daerah Kabupaten Barito selataa Nomor 3Tahun 2016 tentang pembentuka* dan susunan
Perangkat Daerah Kab,upaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan ?ahun
2fi15 Nsmor 3, ?a::rrbahal Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Norncr 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nornor 13
Tahun 2017 tentang Rencana Pernbangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barits Selatan Tahun
24fi-2*22 {Lernbaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Thhun Z1fi Nomor 13, Tal-nbatran Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

Menetapkan

MtrMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
20t9-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

3. Perangkat Daerah adalah Lrnsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Badan Perencan^?, pembangunan Daerah yang seranjutnya disingkatBappeda adalah Badan perencanaan pembangunan Daerah KabupatenBarito Seiatan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan penyehatan Lingkunganselanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi naerah penyediaan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Barito Selatan Tahun2079 2023 yang berupa dokumin op.r""io.ralisasi kebijakan daerahjangka menengah dalam pengemb.rrg..t pelayanan air minum dansanitasi dengan berbagai pendekatan p"Lbrrg.r.rr., dalam rangkamendukung pencapaian target Sustainable DeuJlopment Goals (SDbs)
Tahun 2030 Bidang Air minum dan Sanitasi.
Sumber air rninum yarrg layak adalah sumber air minum yang meliputi airminum perpipaal dan air minurn non-perpipaan terlindung*v"rg berasal
dari surnber air berkualitas dan berjarak **r*r, dengan 

"t*., iebih dari 10
{sepulutr} meter. dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung
dari kontaminasi lainnya, yang antara lain ada-iah sumber air minum yang
meliputi air leding, keran limrrcr, sumur bor atau pompa, sumber
terlindung dan mata air terlindl-rng' serta air hqian.
Sr"rmber air minurn tak layak ad.alah sumber air minum yarrg diidentifikasi
sebagai sumber air dimana jarak antara sumber 

- 
air- darr tempat

pembuangan kotoran kurang dari 10 {sepuiuh} meter dan atau tidak
terlindung dari kontaadnasi lainnya, yang antara lain mencakup sumur
galian yang tak terlindung, mata air tak terlirldung, ak yang diangkut
dengan tangkil drum kecil, dan air trrermukaan dari =.rrrgL, daiau,
kolam, dan saluran irigasi/ d.rainase-

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi ya&g dicle{inisikan
sebagai sarana yang aman, higienis, daa nyaman, yang d"apat
roenjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak denfan
kotoran manusia, yang mencakup kloset dengal leher artgsa, toilet guyut
{ftush toilet} yang terhubung dengan systern pipa saluran pembuangan
atau tangki septik/ SPAL"

Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi ya:rg
didefinisikan sebagai sarana yang tidak arrrar., tidak higienis, dan tidak
nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungal-r disekitarnya
dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi
toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai, atau
lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan
toilet gantung.

Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan
pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif
masyarakat.

Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan
pelayanan rnelal-ri dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

5.

6.

7.

8.

q.

10_

11.

t2.



13. Indikator SPM bidang air minum adalah
yang aman melalui Sistem penyediaan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
pokok minimal 60 liter I oranglhari.

tersedianya akses air minum
Air Minum dengan jaringan
terlindungi dengan kebutuhan

14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya system air limbah
setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem
air limbah skala komunitas/kawasan kota dengan target spM 5%.

15- Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / darnpak dari kegiatan /program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan.

16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapa-ian kinerja suatrr kegiatan, progr€Lrn atausasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (outputj, ha"sii {autcome), dampak {impact).

17. lsu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaall perubalgunan Daerah karena
dampaknya yang sigai{ikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah l panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerirrtahan Daerah
di masa yang akan datang.

18 Arah Kebijakan adalah rllrnusall kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahar: pemha*gunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/ Pera:rgkat Daerah yar-rg dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

19 Strategi ada-lah langkah berisikan prograffr-program sebagai prioritas
pembangunan Daerahl Perangkat Baerah untuk mencapai sasaran.

20 Prograrn adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah datram bentuk
upaya yang berisi safi: atam lebih kegiatan dengan menggunakal sumber
daya yang disediakan untuk me*capai hasil yang terukr:r sesuai dengan
tugas dan fungsi.

2L. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran {output) dalarn rangka mencapai hasil {outcame} suatu program.

22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan
kerjasama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang yang saling berhubungan dengan tqjuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul danl atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rer,car.a keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



26.

27.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnyadisingkat Pamsimas ada-rah sarah_ 
""t, ;;;;;m yang dilaksanakan olehPemerintah Indonesia dengan dukungan" Bank Dunia, program inidilaksanakan di. wilayah ferkamp";g;; d"; pinggiran kota untukmeningkatkan akses pendudur. p.rr.J-f""[.r, terhadap fasilitas airminum dan sanitasi layak berbasis ***y*r.k,a:t.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dankegiatan yang diperlukan untuk mencapai saslran pembangunan.
Rencana Kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKpadalah dokumen perencanaa.t pembangunan nasional untuk periode
1 {satu} tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionar yang seranjutnya
disingkat RPJMN adatah dokumen pereacanaan pembangrinan nasionaluntuk periode 5 (lima) tahunan"
Rencana Peml-rangunan Jangka Menengah Daerah yaflg sela*jutrqra
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pernlrogu""n Daerah
untuk periode 5 (lima) tatrunan"
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seia:rjutnya di*irrgL*t RKpD
adalah dokumen perencanaan Daerah unti.lk periode i {satui tJhun.
Anggaran Pendapataa dan Beianja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencafla keuangan tahuaarr yarrg ditetapkat dengan Perda.

28.

2q.

32.

30.

31.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DA}d KEDUDUKAN RAD-A}{PL

Pasai 2

RAD-AMPL Kabupaten Barito Selatan berperan sebaga.i instrurnent
sinkronisasi progrem-prograrn pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai
srrmber pembiayaan selama Tahun 2O19 sampai dengan Tahr.rn 2A23 dalam
raagka pemenuhan layanan dasar air rrrinum dan sanitasi sesuai target SDGs
Tahun 2O3O.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol9 - 2023 berfungsi sebagai:

a. lnstrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi
yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan
kelembagaan;

b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan Air Minum
dan Sanitasi Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun;

c. Acuan penetapan target tarnbahan akses air minlm dan sanitasi untrrk
setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah kampung
lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan
baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan



d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran ApBD
pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKpD dan
APBD;

Pasai 4

RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus
digunakan dalam pen)rusunan RKPD, Renja PD, dan APBD Kabupaten Barito
Selatan sampai dengan Tahun 2023.

BAB iII
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

RAD-AMPL Kabupaten Barit* Selatan dilaksanakan melalui RKPD, Renja pD,
APBD serta dapat rneialui integrasi R&B-AMPL Kabupaten Barito Selatan ke
dalam program kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Fusat, dunia usaha,

Pasal 6

Dalarn hal pelaksanaan RA$-A.MPL Kabrupaten Barito Seiatan menggunakan
dana di luar APBD maka pelaksanaan program lkegiatan tersebut
dikoordinasikan aLeh Bappeda dan PD teknis terkait.

Pasai 7

Pelaksarraan RAD-AMPL Kalmpaten Barito Selatan harus memperhatikan
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Dalarn hal pelaksaraan RAD-AMPL terjadi perubahaa capaian sasaran
ta,hunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun
2019, rnaka perubahan sasaran dirnuat dalam RKPD dan Renja PD
berdasarkal laporan pemantaman dar evah:asi pelaksanaan RAD-AMPL-

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 8

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD-AMPL dilakukan minirnal 2 (dua) kali
dalam setahun;

(2) Pernantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap
bulan Juli dan Desember tahun berjalan;

(3) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan RAD-
AMPL yarrg menjadi tanggungjawab PD masing-masing;

(4\ Dalam haI hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala PD melaktikah tindakan
perbaikan penyempurnaan.

{1}

{2}



evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan
RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada

evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/
Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi danpenyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh

(8) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunankebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
{q} Masyarakat }erhak menyampaikan pendapat dan rnasukan kepadaPemerintah Daerah melalui Tim RAD-AMPL atau r*edia iain ;-";disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja Pelayanall Air Minum danSanitasi Daerah;

{1o} Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat da* masukan sebagaimana dimaksud padl a3,at {g};

{11} Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan dan
penyemprirnaan kepada Kepala Bappeda;

{12} Kepala Bappeda melaporkan hasi} pemantauan dan eva-luasi kepada
Bupati.

Pasai I
t1i Dokumen RAB-AMPL Daerah Tahun 2O1g 2fi23 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Ketentuan Umum
Peran, Ftlngsi daa Kedudukan RAD-AMPL
Pelaksanaan RAD-AMPL
Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL
Pendanaa*
Ketentuan Penutup

(21 Dokumen RAD-AMPL Daerah Tahun 2019 - 2023 sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD -AMPL Tahun 2Ol9-2O23 dapat bersumber dari:
a. APBN

b. APBD; dan

c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. BAB i
b. BAB II
C. BAB III
d" BAB IV
e. BAB V
f. BAB 1rI

(5) Kepala PD menya mpaikanhasil pemantauan danevaruasi kepada KeparaBappeda;

(6) Kepala Bappeda melakukan
dan evaluasi pelaksanaan
ayat (2);

(7) Dalam ha1
penyimpangan,
langkah-langkah
Kepala PD;



BAB YI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orallg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
B[pati ini aengan p.nl*patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Diundanskan$ Buntok
pada tanggal i I Desenrber 2A79

D*BR^*E

sEr.aTAfi,

BERITA DA.ERAH KABUPATEN tsARITO SELATAN TAHUI{ 2A1g NOMOR }{,

Ditetapkan di Btrntok
5t Desernber 2O19
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